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Abstrak 

Saat ini Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang yang membahayakan bagi satwa 
yang ada didalamnya Hal itu terjadi karena adanya tarik ulur dalam hal pemberian kewenangan pengelolaan 
Kebun Binatang Surabaya. Tarik ulur tersebut timbul dari sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan 
lembaga konservasi antara lembaga negara di pusat dengan lembaga negara di daerah dalam pemberian izin 
pengelolaan lembaga konservasi kepada pihak – pihak yang berhak mengelola yang ada dalam Permenhut No: 
P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, memang pada kewenangan pengelolaan lembaga 
konservasi untuk kepentingan umum (kebun binatang) terdapat aturan kewenangan pengelolaannya akan tetapi 
masih saja timbul sengketa antar pihak yang mengklaim berwenang untuk memberikan izin mengelolanya. Oleh 
karenanya, dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu mengenai mengapa terjadi 
tarik-menarik kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dan bagaimanakah 
penyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin mengelola dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh 
berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa fakta lapangan yang berkaitan dengan sengketa kewenangan 
pemberian izin pengelolaan kebun binatang surabaya menurut Undang-Undang yang mengaturnya. Penulis 
menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. 
Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan, konsep, dan sejarah  untuk mendapatkan sebuah konklusi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik kewenangan pemberian izin 
pengelolaan yang terjadi pada Kebun Binatang Surabaya adalah pada kewenangan di bidang kehutanan oleh 
pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan, yang dalam urusan kewenangan pemberian izin 
pengelolaan lembaga konservasi yang ternyata kewenangannya tidak terbatas hanya pada penetapan kebijakan 
standar, prosedur dan ketentuan teknisnya, akan tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemberian izin 
pengelolaan lembaga konservasi (Kebun Binatang Surabaya), serta terdapat beberapa penyelesaian sengketa 
kewenangan pemberian izin lembaga konservasi dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yaitu dapat 
melalui judicial review kepada Mahkamah Agung atau melalui pejabat yang berada diatas kedua belah pihak 
yang bersengketa yaitu Presiden. 

Kata Kunci: Pengelolaan, Kebun binatang surabaya, Kewenangan, Izin, Sengketa 

Abstract 

Nowadays surabaya zoo becomes one of the most unsafe zoos which threaten the animals. It happened 
because there is a conflict in granting management authority of Surabaya Zoo. This conflict causes authority 
dispute that involve central state institution and regional state institution in granting management authority 
based on Permenhut No : P.31/MENHUT-II/2012 (Minister of Forestry Regulation) concerning conservation 
institue. Actually there's a regulation about conservation institute, which already has the authority to manage 
public facility (such as zoo), but in fact this dispute still occurs between parties which has competency to this 
authorization. Therefore, in this research the writer proposes two problems , they are first is why does conflict 
happen in granting management authority of Surabaya Zoo and second is what is the solution to solve this 
problem.  

This is normative research, in which the data used based on literature and some real fact that related to 
grant management authority of Surabaya Zoo according to the applied regulation. The writer inventories 
regulation and concepts which relate to material and problem studied. Contents adapted from regulation will be 
analyzed using regulation, concept, and historical approach to get the conclusion.  

The result shows that dispute in granting management authority of Surabaya Zoo on central 
government side, represented by Minister of Forestry, which has authority in granting management permission 
not only establish the policy of standart, procedure and technical procedure, but also granting management 
permission of Surabaya Zoo. This research also give some solutions as problem solving which is solved by 
judicial review to Mahkamah Agung or Precident who has the authority to solve this problems. 
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PENDAHULUAN

Kebun Binatang Surabaya (KBS) 

pertama kali didirikan berdasarkan SK 

Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 

Agustus 1916 No. 40, dengan nama 

“Soerabaiasche Planten-en Dierentuin” 

(Kebun Botani dan Binatang Surabaya) atas 

jasa seorang jurnalis bernama H.F.K. 

Kommer yang memiliki hobi 

mengumpulkan binatang.1 KBS merupakan 

kebun binatang tertua yang ada di Asia 

Tenggara, Kebun Binatang Surabaya juga 

pernah menjadi kebun binatang terlengkap 

se-Asia Tenggara dan juga merupakan salah 

satu ikon Kota Surabaya yang sangat 

dibanggakan oleh warga Kota Surabaya 

akan tetapi pada saat ini KBS merupakan 

salah satu kebun binatang yang 

membahayakan bagi satwa yang ada 

didalamnya.2 

Hal itu terjadi karena adanya tarik 

ulur dalam hal pemberian kewenangan 

pengelolaan KBS itu kepada pihak – pihak 

yang memang berwenang untuk 

mengajukan ijin pengelolaan KBS. Tarik 

ulur tersebut merupakan pemicu dari 

semakin buruknya satwa yang ada di dalam 

KBS. Sejak dibentuknya KBS pada tahun 

1916 H.F.K Kommer yang merupakan 

pendiri juga menjabat sebagai ketua 

pengurus KBS dan kemudian digantikan 

oleh J.P. Mooyman yang juga sebagai salah 

satu pendiri KBS. Pada tanggal 11 Mei 

1923, ditunjuk W.A. Hompes untuk 

menggantikan J.P. Mooyman sebagai ketua 

pengurus KBS. Sejak tahun 1981 KBS 

dipimpin oleh dua ketua pengurus KBS 

yaitu ketua pengurus pleno dan ketua 

pengurus harian. 

  Berbicara tentang KBS maka 

pasti berbicara mengenai konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya pemerintah Indonesia telah 

                                                           
1PPID Dephut, Kronologis Penyelematan Kebun 

Binatang Surabaya, 03 Maret 2014, 
http://ppid.dephut.go.id/files/info_kemenhut/KRO

NOLOGIS_KBS_2014 ,,(23.00). 
2Ibid. 

membuat undang – undang tentang 

konservasi yang mengadopsi dari perjanjian 

internasional CITES (Convention on 

International Trade in Endangered Species) 

of Wild Fauna and Flora mengenai 

konservasi dan larangan perdagangan 

tumbuhan dan satwa di dunia yaitu Undang 

– Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 

konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya (UU KONSERVASI). 

Dijelaskan bahwa konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya merupakan 

tanggung jawab dari pemerintah dan 

masyarakat yang tertuang pada pasal 4 UU 

KONSERVASI. 

  Dalam rangka mendukung dan 

menjalankan cita-cita dari konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) 

yang merupakan wakil pemerintah dibidang 

kehutanan dan konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya yang kemudian 

diwakili oleh Direktorat Jenderal 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

(DITJEN PHKA) membuat peraturan yang 

mengatur tentang lembaga konservasi yaitu 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia No: P.31/MENHUT-II/2012 

tentang Lembaga Konservasi 

(PERMENHUT LEMBAGA 

KONSERVASI) yang dalam pasal 5 ayat 

(1) dan (3) menerangkan bahwa kebun 

binatang termasuk di dalam lembaga 

konservasi untuk kepentingan umum dan 

juga sesuai dengan isi pasal 3 ayat (1) 

PERMENHUT LEMBAGA KONSERVASI 

menerangkan bahwa pengelolaan kebun 

binatang harus menggunakan prinsip etika 

dan kesejahteraan satwa. 

Dalam pengurusan KBS pada tahun 

2002 pengurus pleno dan pengurus harian 

KBS melalui rapat umum anggota luar 

biasanya memutuskan untuk membentuk 

Perkumpulan Taman Flora dan Satwa 

Surabaya (PTFSS) yang secara legal 

mendapatkan izin untuk mengelola KBS 

sebagai lembaga konservasi satwa liar di 

luar habitatnya / ex-situ. Pada tahun 2002 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=W.A._Hompes&action=edit&redlink=1
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juga melalui keputusanDITJEN PHKA, 

Kementerian Kehutanan (KEMENHUT 

PROVINSI JAWA TIMUR) yang juga 

merupakan wakil pemerintah pusat di 

daerah mengeluarkan keputusan DITJEN 

PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 30 

Juli 2002 tentang pengakuan KBS sebagai 

lembaga konservasi satwa liar di luar 

habitatnya / ex-situ. Ketetapan atau 

keputusan itu tugasnya melaksanakan 

peraturan ke dalam peristiwa konkret 

tertentu, sehingga sifatnya menjadi 

mengikat subyek hukum tertentu itu.3 

Setelah adanya keputusan tersebut tetap saja 

muncul berbagai konflik internal dalam hal 

kepengurusan antara pengurus pleno dan 

pengurus harian dalam PTFSS.  

Puncak sengketa kepengurusan 

internal pengelola KBS muncul lagi pada 

akhir tahun 2009. DITJEN PHKA, 

KEMENHUT bersama Pemerintah Kota 

Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang 

Se-Indonesia (PKBSI) telah berusaha 

menyelesaikan permasalahan internal KBS 

yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2010 

di Tretes, Pasuruan; dan tanggal 18 Februari 

2010 di Jakarta. Kedua pertemuan fasilitasi 

tersebut tidak membuahkan perdamaian 

antara kubu ketua pengurus pleno dan kubu 

ketua pengurus harian KBS. Dikarenakan 

sengketa kewenangan pengurus internal 

pengelola KBS tidak terselesaikan, maka 

pemerintah melalui KEMENHUT mencabut 

izin hak PTFSS untuk mengelola KBS 

dengan Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 

Agustus 2010 dan KEMENHUT telah 

menetapkan Tim melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK 472/Menhut-

IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang 

Pembentukan Tim Pengelola Sementara 

Kebun Binatang Surabaya (TPS KBS).4 

 Pada masa pengelolaan Kebun 

Binatang Surabaya itu diberikan kepada 

                                                           
3S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987,Pokok - 
Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : 

Liberty, hlm. 94 
4PPID Dephut, Kronologis Penyelematan Kebun 

Binatang Surabaya, 03 Maret 2014, 
http://ppid.dephut.go.id/files/info_kemenhut/KRO

NOLOGIS_KBS_2014 ,,(23.10). 

TPS-KBS yang merupakan tim bentukan 

dari pemerintah pusat banyak hal yang di 

lakukan oleh TPS-KBS dan Berdasarkan 

Surat Direktur Jenderal PHKA Nomor : 

S.509/IV-KKH/2012, tanggal TPS-KBS 

mempunyai wewenang mengelola KBS 

sementara dengan fokus melakukan 

pembinaan populasi satwa KBS, 

memperbaiki infrastruktur/sarana dan 

prasarana pemeliharaan satwa, dan 

memproses pengajuan izin lembaga 

konservasi oleh Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) akan tetapi DITJEN PHKA 

memperpanjang masa kerja TPS- KBS 

sampai dengan terbentuknya pengelola KBS 

secara definitif. 

 DITJEN PHKA mengeluarkan 

Surat Dirjen PHKA No. S.94/IV-KKH/2012 

tanggal 6 Maret 2012 kepada Gubernur 

Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Kota 

Surabaya untuk meminta dukungan terhadap 

TPS-KBS dan juga menyampaikan opsi 

terakhir yaitu pemindahan satwa milik 

negara ke lokasi atau tempat yang 

representatif apabila keberadaan KBS 

dipandang tidak strategis dan tidak ada 

perkembangan kemajuan yang signifikan 

dalam percepatan proses pengelolaan 

definitif KBS, tidak lama setelah DITJEN 

PHKA mengeluarkan surat kepada 

Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya 

melalui Surat Walikota Surabaya No. 

524/2430/436.9/2012 yang mana bertujuan 

untuk menyampaikan kepada Gubernur 

Jawa Timur tentang perkembangan rencana 

pembentukan BUMD untuk mengelola KBS 

secara definitif. Pada akhirnya yang 

membuat konflik hukum pada kewenangan 

pemberian izin mengelola KBS. 

  Dampak keputusan pemerintah 

juga dapat berakibat pada satu individu 

tertentu jika terjadi konflik norma 

didalamnya, dalam hal keputusan 

pemerintah dalam pemberian kewenangan 

pengelolaan KBS efeknya akan berdampak 

pada hewan- hewan yang ada dalam kebun 

binatang tersebut. Sesuai dalam pasal 3 ayat 

(1) PERMENHUT LEMBAGA 

KONSERVASI yang menyatakan bahwa 

pengelolaan kebun binatang harus 

menggunakan prinsip etika dan 
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kesejahteraan satwa. Semakin meningkatnya 

kematian satwa dari tahun ke tahun juga 

merupakan ukuran bahwa ketika terjadi 

sengketa kewenangan pemberian izin 

pengelolaan lembaga konservasi pada pihak 

– pihak yang berhak mengelola KBS juga 

akan berdampak pada tujuan dari konservasi 

satwa yang ada di dalam lembaga 

konservasi KBS itu sendiri. 

  Konflik yang timbul dari 

sengketa kewenangan pemberian izin 

pengelolaan lembaga konservasi dapat 

menjadi konflik hukum dan dapat juga 

menjadi sengketa kewenangan antara pihak 

yang berhak dalam pemberian izin 

pengelolaan lembaga konservasi kepada 

pihak – pihak yang berhak mengelola sesuai 

yang ada di dalam PERMENHUT 

LEMBAGA KONSERVASI. Jika terjadi 

sengketa tersebut maka haruslah ada 

penyelesaian sengketa kewenangan 

pemberian izin pengelolaan lembaga 

konservasi yang cepat menyelesaikan agar 

satwa yang berada dalam lembaga 

konservasi terjamin kesejahteraanya dan 

dapat mencegah timbulnya sengketa itu lagi.  

  Memang pada 

kewenangan pengelolaan lembaga konservasi 

untuk kepentingan umum (kebun binatang) 

terdapat aturan yang mengaturnya dan upaya 

untuk memberikan kewenangan 

pengelolaannya akan tetapi masih saja timbul 

sengketa antar pihak yang mengklaim 

berwenang untuk memberikan izin 

mengelolanya. Melihat permasalahan di atas 

maka peneliti tertarik untuk membahas 

tentang tinjauan yuridis sengketa kewenangan 

pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang 

Surabaya. 

 

 

METODE 

  Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

merupakan jenis penelitian normatif. 

penelitian ini merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengkaji serta 

menganalisis substansi kaidah-kaidah hukum 

mengenai kewenangan pemberian izin 

pengelolaan Kebun Binatang Surabaya 

dengan memberikan suatu argumentasi, 

preskripsi atau penilaian mengenai sengketa 

kewenangan pemberian izin pengelolaan 

Kebun Binatang Surabaya yang telah ada. 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam 

penelitian ini dengan cara studi kepustakaan 

atas bahan-bahan hukum terkait yang 

dilakukan dengan membaca, mencatat, 

melihat, dan melakukan penelusuran melalui 

media internet, serta dengan cara 

mendengarkan penjelasan. Teknik pengolahan 

bahan hukum terdiri dari mengumpulkan, 

menyeleksi, kemudian 

mengklasifikasikannya. Teknik analisis bahan 

hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengelola bahan-bahan hukum yang ada 

untuk selanjutnya dilakukan analisis, yang 

menggunakan pendekatan penelitian, yakni 

pendekatan perundang-undangan, konsep, 

sejarah dan kasus. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Kebun binatang surabaya merupakan 

salah satu lembaga konservasi, dan dalam 

pengelolaan lembaga konservasi harus 

menggunakan etika dan mendahulukan 

kesejahteraan satwa. Berikut ini kronologi dalam 

pemberian ijin hak pengelolaan kebun binatang 

surabaya, yaitu : 

1. Kebun Binatang Surabaya (KBS) 

pertama kali didirikan berdasarkan 

SK Gubernur Jenderal Belanda 

tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, 

dengan nama “Soerabaiasche 

Planten-en Dierentuin”. 

2. pada tahun 1916 H.F.K Kommer 

yang merupakan pendiri juga 

menjabat sebagai ketua pengurus 

KBS dan kemudian digantikan oleh 

J.P. Mooyman yang juga sebagai 

salah satu pendiri KBS. 

3. Pada tanggal 11 Mei 1923, rapat 

anggota memutuskan untuk 

mendirikan Perkumpulan Kebun 

Binatang yang baru, dan ditunjuk 

W.A. Hompes untuk menggantikan 

J.P. Mooyman, dan mengelola segala 

aktivitas kebun sebagai pimpinan. 

4. Sejak tahun 1981 KBS dipimpin oleh 

dua ketua pengurus KBS yaitu ketua 

pengurus pleno dan ketua pengurus 

harian. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=W.A._Hompes&action=edit&redlink=1
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5. Kementerian Kehutanan 

(KEMENHUT) yang merupakan 

wakil pemerintah dibidang kehutanan 

dan konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya yang 

kemudian diwakili oleh Direktorat 

Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam (DITJEN PHKA) 

membuat peraturan yang mengatur 

tentang lembaga konservasi 

yaituPeraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia No: 

P.31/MENHUT-II/2012 tentang 

Lembaga Konservasi. 

6. Tahun 2002 pengurus pleno dan 

pengurus harian KBS melalui rapat 

umum anggota luar biasanya 

memutuskan untuk membentuk 

Perkumpulan Taman Flora dan 

Satwa Surabaya (PTFSS), 

dikarenakan munculnya 

PERMENHUT tentang lembaga 

konservasi yang menyebutkan 

pengelola lembaga konservasi harus 

berbentuk badan hukum yang salah 

satu bentuknya adalah yayasan. 

7. Dikarenakan oleh PERMENHUT 

tentang lembaga konservasi DIRJEN 

PHKA lah yang berhak 

mengeluarkan izin pengelolaan 

lembaga konservasi maka melalui 

Keputusan Direktur Jenderal PHKA 

No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 Tanggal 30 

Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun 

Binatang Surabaya sebagai Lembaga 

Konservasi Ex-situ satwa liar.  

8. Dalam masa pengelolaan KBS oleh 

PTFSS, muncul berbagai konflik 

internal kepengurusan pengurus 

pleno dan pengurus harian (dualisme 

kepemimpinan antara Stanny 

Soebakir dan Basuki) yang berimbas 

pada pengelolaan koleksi satwa dan 

mengakibatkan banyak kematian 

satwa. Puncak konflik kepengurusan 

internal Pengelola KBS muncul lagi 

pada akhir tahun 2009.  

9. Ditjen PHKA Kementerian 

Kehutanan bersama Pemerintah Kota 

Surabaya dan Perkumpulan Kebun 

Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah 

melakukan beberapa langkah 

strategis untuk menyelesaikan 

permasalahan internal KBS antara 

kubu Stanny Subakir dan Basuki 

yang dilakukan pada tanggal 7 

Januari 2010 di Tretes, Pasuruan; dan 

tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. 

Kedua pertemuan fasilitasi tidak 

membuahkan perdamaian antara 

pengurus internal KBS yaitu 

pengurus pleno dan pengurus harian 

10. Terhitung mulai tanggal  22 Februari 

2010, sesuai dengan Surat Dirjen 

PHKA Nomor: S.94/IV-KKH/2010 

dan Surat Perintah Tugas Nomor : 

PT.27/IV-KKH/2010 tanggal 22 

Februari 2010 maka Pengelolaan 

Kebun Binatang Surabaya 

dilaksanakan oleh Tim Manajemen 

KBS Sementara yang terdiri dari 

wakil-wakil Ditjen PHKA, Balai 

Besar KSDA Jawa Timur, 

Pemerintah Kotamadya Surabaya dan 

PKBSI yang bertugas untuk menilai 

dan membuat rekomendasi atas 

keadaan KBS selama terjadi konflik 

kepengurusan.  

11. Pada tanggal 18 Mei 2010 di 

Surabaya tim manejemen sementara 

kebun binatang surabaya 

memberikan rekomendasi tentang 

Kebun Binatang Surabaya (KBS)  

dimana salah satu rekomendasinya 

adalah pencabutan izin lembaga 

konservasi atas nama kebun binatang 

suarabaya. 

12. Dalam konflik internal kepengurusan 

perkumpulan yang mengelola KBS 

tidak segera terselesaikan dan ada 

rekomendasi dari tim manajemen 

sementara, maka Kementerian 

Kehutanan mencabut izin lembaga 

konservasi atas nama KBS melalui 

Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 

tanggal 20 Agustus 2010. 

13. Untuk mengelolaan sementara KBS 

setelah dicabutnya izin PTFSS untuk 

mengelola KBS, Kementerian 

Kehutanan telah menetapkan Tim 

melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan No. SK 472/Menhut-

IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 
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tentang Pembentukan Tim Pengelola 

Sementara Kebun Binatang 

Surabaya(TPS KBS). Tugas Tim 

Pengelola Sementara Kebun 

Binatang Surabaya sebagaimana 

Keputusan Menteri Kehutanan 

tersebut meliputi: 

a. Melaksanakan pengelolaan 

administrasi perkantoran 

b. Melaksnakan pelayanan pengunjung 

c. Melakukan pemeliharaan/perawatan 

satwa 

d. Melaksankan pengamanan finansial 

dan fasilitas kebun binatang surabaya 

lainnya.  

e. Melaksanakan pendayagunaan staf 

dan karyawan yang telah ada secara 

optimal 

f. Menyeleksi personil sebagai calon 

pengelola Kebun Binatang Surabaya 

yang profesional secara transparan 

dan akuntabel sesuai peran dan 

fungsinya sebagai lembaga 

konservasi 

g. Menjaring investor potensial yang 

memenuhi persyaratan sebagai calon 

pemegang izin definitif Kebun 

Binatang Surabaya. 

h. Melaporkan secara periodik setiap 3 

(tiga) bulan pelaksanaan tugas pada 

huruf a - d di atas kepada Direktur 

Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam 

14. Direktur Jenderal PHKA dan Tim 

Pengelola Sementara KBS  

melakukan audiensi dengan walikota 

Surabaya pada bulan  April 2011 

untuk mendiskusikan kelanjutan 

pengelolaan KBS yang lebih baik. 

Dalam pertemuan tersebut, Walikota 

menyampaikan keinginannya untuk 

mengelola KBS. Sebagai tindak 

lanjut dari pertemuan tersebut, 

Direktur Jenderal PHKA 

menyampaikan surat kepada 

Walikota Surabaya No. S.364/IV-

KKH/2011 tanggal 5 Agustus 2011 

dengan inti surat menyarankan 

menggandeng investor putra daerah 

potensial untuk pengelolaan KBS 

dan segera menyampaikan 

permohonan izin paling lambat 2 

bulan 

15. Mengingat belum adanya 

pemohon/investor sebagai calon 

pemegang izin definitip KBS, maka 

keberdaan Tim Pengelola Sementara 

KBS diperpanjang selama 6 bulan 

melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan No. SK.281/Menhut-

IV/2011  tanggal 18 Agustus 2011 

16. Kunjungan kerja DPRD Kota 

Surabaya kepada Direktur Jenderal 

PHKA pada tanggal 15 September 

2011 di ruang rapat Ditjen PHKA. 

Dalam pertemuan tersebut telah 

dijelaskan kebijakan dan upaya yang 

telah dilakukan Kemenhut dalam 

penyelesaian permasalahan KBS. 

Selanjutnya disepakati bahwa pada 

prinsipnya keberadaan KBS harus 

dipertahankan dengan pengelolaan 

yang lebih profesional secara jangka 

panjang. 

17. Walikota Surabaya menyampaikan 

proposal rencana pengelolaan KBS 

melalui surat No. 

522.53/4211/436.7.1/2011 tanggal 20 

September 2011, namun proposal 

tersebut belum sesuai dengan apa 

yang dipersyaratkan sebagaimana 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.53/Menhut-II/2006 jo. 

P.01/Menhut-II/2007 tentang 

Lembaga Konservasi dan Peraturan 

Direktur Jenderal PHKA No. 

78/IV/Set-3/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Proposal Pengajuan Izin 

Lembaga Konservasi. 

18. Masa kerja Tim Pengelola Sementara 

berdasarkan SK Menhut No. 

SK.281/Menhut-IV/2011  tanggal 18 

Agustus 2011 berakhir pada tanggal 

18 Februari 2012 dan belum 

terbentukanya pengelola KBS secara 

definitif maka SK TPS diperpanjang 

berdasarkan SK Menteri Kehutanan 

No.SK.106/Menhut-IV/2012 tanggal 

17 Februari 2012 dan berlaku sejak 

tanggal 18 Februari sampai dengan 

terbentuknya pengelola KBS 

definitif.  
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19. Surat Dirjen PHKA No. S.94/IV-

KKH/2012 tanggal 6 Maret 2012 

kepada Gubernur Provinsi Jawa 

Timur dan Ketua DPRD Kota 

Surabaya untuk meminta dukungan 

terhadap Tim Pengelola Sementara 

KBS dalam rangka penyelamatan 

koleksi satwa liar di KBS,  

mendorong percepatan pengelola 

definitif KBS, serta menyampaikan 

opsi terakhir yaitu pemindahan satwa 

milik negara ke lokasi/ tempat yang 

representatif apabila keberadaan 

KBS dipandang tidak strategis dan 

tidak ada perkembangan kemajuan 

yang signifikan dalam percepatan 

proses pengelolaan definitif KBS. 

20. Surat Walikota Surabaya kepada 

Gubernur Jawa Timur No. 

524/2430/436.9/2012 tanggal 2 Mei 

2012 untuk menyampaikan 

perkembangan rencana pembentukan 

BUMD untuk mengelola KBS secara 

definitif. 

Pembahasan 

1. Kewenangan Pemberian Izin Dan Hak 
Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya 

Dalam kronologi pemberian izin 

lembaga konservasi pada Kebun Binatang 

Surabaya yang disebutkan pada subbab 

diatas dalam angka 20 dan 21 dikatakan 

bahwa DITJEN PHKA meminta dukungan 

kepada gubernur provinsi JATIM untuk 

memindahkan satwa yang ada di dalam 

KBS sedangkan terdapat surat walikota 

yang juga meminta dukungan atas 

pengelolaan KBS oleh BUMD dimana 

terjadi antara DITJEN PHKA dan walikota 

surabaya yang saling meminta dukungan 

dalam pemberian pengelolaan KBS kepada 

pihak yang berwenang mengelolaanya, 

lamanya proses penyelesaiannya juga yang 

menyebabkan tidak berjalannya tujuan 

utama dari lembaga konservasi KBS yaitu 

banyaknya satwa yang mati. 

a. Perbedaan Pemahaman Kewenangan 

Pemberian Izin Dan Hak Pengelolaan 

Kebun Binatang Surabaya Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

Kab/Kota 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 

rentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya dalam pasal 4 dijelaskan 

konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan 

kewajiban Pemerintah serta masyarakat dalam 

hal ini adalah pemerintah pusat. Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, juga menyebutkan bahwa peraturan 

konservasi masih merupakan wewenang penuh 

pemerintah pusat akan tetapi dalam rangka 

desentralisasi atau penyerahan sejumlah urusan 

pemerintahan dari pemerintah pusat, atau 

pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada 

pemerintah daerah yang lebih rendah 

tingkatnnya sehingga menjadi urusan rumah 

tanggga daerah itu, maka dari itu dalam UU 

KONSERVASI pasal 38 juga di jelaskan bahwa 

dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah 

pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di 

bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah dan 

memang wewenang untuk mengatur dan 

menyelenggarakan pemerintah tidak semata-

mata dilakukan oleh pemerintah pusat 

melainkan juga oleh satuan-satuan 

pemerintahan yang lebih rendah baik secara 

teritorial maupun secara fungsional.5 Jadi dapat 

dikatakan pemerintah yang paling rendah secara 

teritorial dan secara fungsinya mempunyai 

kewenangan mengatur dan menyelenggarakan 

pemerintahan didaerahnya.  

Undang-undang Nomor tentang 32 Tahun 

2004 Pemerintahan Daerah memberikan 

kewenangan yang yang luas (meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian, dan evaluasi) nyata, dan 

bertanggung jawab kepada daerah sehingga 

memberi peluang kepada daerah agar leluasa 

mengatur dan melaksanakan kewenangannya 

atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan 

masyarakat dan masing-masing potensi 

Daerah.  

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menganut juga sistem 

rumah tangga formil yang mana dalam pasal 10 

ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 menerangkan 

bahwa Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, yang menjadi kewenangan 

                                                           
5Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum 

Administrasi Negara, Bogor : Ghalia Indonesia, 
hlm. 31 
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daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Dimana dalam 

hal ini Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan untuk memberi pelayanan, 

peningkatan peran serta, prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kewenangan ini pada dasarnya untuk 

membatasi kewenangan Pemerintah pusat dan 

Pemerintah Propinsi  hanya diperkenankan 

menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas 

yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang 

juga termasuk dalam kewenangan pemberian 

izin pengelolaan lembaga konservasi di daerah. 

Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No 

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota pasal 4 ayat (1)  menjelaskan 

bahwa pembagian urusan pemerintahan yang 

dibagi bersama antar tingkatan dan/atau 

susunan pemerintahan harus berdasarkan 

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi 

dengan memperhatikan keserasian hubungan 

antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. 

Disebutkan juga akan ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengaturan teknis untuk masing-

masing sub bidang atau sub sub bidang urusan 

pemerintahan yang dibagi bersama antar 

tingkatan dan/atau susunan pemerintah diatur 

dengan peraturan menteri/kepala lembaga 

pemerintahan non departemen yang 

membidangi urusan pemerintahan yang 

bersangkutan dalam hal kewenangan pemberian 

izin pada pihak - pihak yang berhak mengelola 

KBS adalah kementerian kehutanan. 

Dalam hal peluang memberikan sebagian 

wewenang pengelolaan lembaga konservasi 

kepada pemerintah daerah sebenarnya telah 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 

tahun 1999 tentang Kehutanan.  Pasal 66 

Undang-undang Nomor 41 1999 menyatakan 

bahwa: 

1.Dalam rangka penyelenggaraan 

kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian 

kewenangan kepada pemerintah daerah. 

2.Pelaksanaan penyerahan sebagian 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

pengurusan hutan dalam rangka pengembangan 

otonomi daerah. 

3.Ketentuan lebih lanjut sebagimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan peraturan pemerintah 

Maka dari itu kewenangan lembaga 

konservasi yang juga termasuk kewenangan 

dalam hal pemberian izin kepada yang berhak 

mengelola lembaga konservasi, pemberian 

izinnya seharusnya dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah kab/kota.  

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota juga menjelaskan dalam pasal 

6 ayat (1) bahwa Pemerintahan daerah provinsi 

dan pemerintahan daerah kabupaten/kota 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

yang berdasarkan kriteria pembagian urusan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. 

Dalam pasal 6 ayat (2) urusan pemerintah yang 

di jelaskan dalam pasal 6 ayat (1) nya 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Urusan Wajib  

Urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintahan 

daerah provinsi dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

2. Urusan Pilihan 

Urusan pemerintahan yang secara nyata 

ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah yang bersangkutan. 

Dan dalam pasal 6 ayat (4) dijelaskan bahwa 

urusan kehutanan yang juga termasuk urusan 

pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi 

termasuk dalam urusan pilihan. Oleh karena itu 

sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No 

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
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2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan 
Pemberian Izin Pengelolaan KBS dan Hak 
Izin Pengelolaan KBS 
 

Dalam hal sengketa kewenangan pemberian 

izin yang terjadi pada kewenangan pengelolaan 

lembaga konservasi antara pemerintah pusat 

yang di delegasikan kepada kementerian 

kehutanan, oleh kementerian kehutanan 

memandatkan kewenangan tersebut kepada 

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dengan 

pemerintah daerah  tidak dapat diajukan 

kedalam Mahkamah Konsitusi akan tetapi dapat 

diajukan kepada Mahkamah Agung. Perbuatan 

pemerintah lainnya yakni melakukan perbuatan 

materiil (materiele daad) dan mengeluarkan 

peraturan (regeling) masing – masing 

merupakan kewenangan peradilan umum dan 

Mahkamah Agung.6 

Hak Mahkamah Agung untuk menguji 

materi peraturan perundang – undangan di 

bawah tingkat Undang – Undang dapat 

dilakukan melalui persidangan gugatan 

“judicial review” yang bersifat khusus.7 Dan 

dalam proses peradilan judicial review 

merupakan penyelesaian melalui peradilan. 

Pengujian oleh badan yang sifatnya politik bisa 

juga dikatakan political review / legislative 

review. Legislative review yang dilakukan oleh 

pembentuk undang – undang sendiri bukan 

merupakan suatu kekuasaan yang baru 

diberikan, tetapi sudah termasuk dalam 

pengertian “membuat” sebagaimana diatur 

dalam Undang – Undang Dasar 1945.8 

Pengujian oleh badan yang sifatnya politik bisa 

juga dikatakan political review / legislative 

review juga bisa termasuk dalam proses atau 

pendekatan perundang – undangan yang juga 

dapat berupa pembentukan undang – undang 

yang baru, atau dapat juga membuat peraturan 

pelaksana baru yang memuat aturan atau cara 

penyelesaian jika ada keputusan pemerintah 

daerah mengenai salah satu urusan 

pemerintahan daerah wajib maupun pilihan 

                                                           
6SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, 

Yogyakarta;Liberty, hlm 61 
7Ni’matul huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi 
dan Judicial Review, Yogyakarta;UII Press, hlm 

117 
8Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, 1996, 

Perkembangan Hak Menguji Materiil di Indonesia, 
Bandung; Citra Bhakti Akademika, hlm 23 

yang ditolak oleh kepala departemen atau 

kementerian yang berwenang pada urusan yang 

ditolak tersebut. 

Bentuk dari pengujian oleh pejabat atau 

badan administrasi negara adalah berupa 

pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan 

pengawasan represif. Resolusi konflik melalui 

proses administrasi tindakannya dapat berupa 

pengujian oleh pejabat atau badan administrasi 

negara itu sendiri. Apabila Peraturan Daerah 

dan atau keputusan kepala daerah yang 

dimintakan pengesahan kepada pejabat yang 

berwenang ditolak, daerah yang bersangkutan 

dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat 

pemberitahuan penolakan pengesahan itu 

diterima, dapat mengajukan keberatan kepada 

pejabat setingkat lebih atas dari pejabat yang 

menolak.9 Dalam hal kewenangan pemberian 

izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya 

yang merupakan lembaga konservasi untuk 

kepentingan umum maka pejabat yang lebih 

atas dari menteri kehutanan sebagai pimpinan 

dari kementerian kehutanan dan walikota 

surabaya sebagai pimpinan dari pemerintah 

kab/kota surabaya adalah presiden. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan 
sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan 
beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bahwa terjadinya tarik-menarik kewenangan 
pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang 
Surabaya disebabkan oleh kewenangan 
Pemerintah Pusat dalam urusan kehutanan 
yang diwakili oleh kementerian kehutanan 
yang juga merupakan urusan kewenangan 
pemberian izin pengelolaan KBS ternyata 
kewenangan tersebut tidak terbatas hanya 
pada penetapan kebijakan yang bersifat 
norma, standar, kriteria, prosedur dan 
ketentuan teknisnya, akan tetapi juga 
mencakup penyelenggaraan pemberian izin 
pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang 
terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bidang 
kehutanan No. 53 tentang lembaga 
konservasi. 

2. Bahwa penyelesaian sengketa kewenangan 
pemberian izin dalam hal pengelolaan Kebun 

                                                           
9Ni’matul huda, Op-cit, hlm 102 
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Binatang Surabaya (KBS) dapat melalui 
judicial review yang ditujukan kepada 
mahkamah agung ataupun pun melalui pejabat 
diatas kementerian kehutanan dan pemerintah 
daerah kab/kota surabaya yaitu presiden. 
 

Saran 
 
Selain terdapat kesimpulan yang dapat penulis 
tuliskan, juga terdapat saran yang dapat 
penulis berikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Seharusnya potensi peran daerah perlu 
lebih dipahami, karena pemerintah 
daerah kab/kota surabaya dalam hal 
pemberian izin pengelolaan KBS lebih 
banyak mengetahui potensi KBS 
dalam jangka panjang. 

2. Seharusnya Penyelesaian konflik 
melalui proses administrasi dalam hal 
sengketa kewenangan pemberian izin 
pengelolaan KBS antara kementerian 
kehutanan dan pemerintah daerah 
kab/kota yaitu melalui presiden 
dilakukan terlebih dahulu agar 
penunjukan pihak yang mengelola 
lebih cepat terlaksana agar konservasi 
dalam KBS segera berjalan kembali, 
kemudian setelah itu melalui proses 
peradilan yaitu melalui judicial review 
terhadap lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
sub bidang kehutanan No. 53 tentang 
lembaga konservasi. Hal tersebut harus 
segera dilaksanakan agar tidak terjadi 
lagi sengketa pemberian izin lembaga 
konservasi seperti yang terjadi pada 
Kebun Binatang Surabaya. 
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